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 Putusan hakim merupakan puncak penyelesaian perkara yang diadili oleh hakim. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus 
mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis  yang terungkap di 
persidangan. Hakim dalam membuat rumusan putusan juga harus 
memperhatikan aspek kehati- hatian. Hal ini dilakukan demi terciptanya 
kepastian hukum dalam putusan. Namun, seringkali dalam praktiknya masih 
ditemukan putusan hakim yang kurang  tepat, terutama dalam tindak pidana 
pencucian  uang. Hal ini terjadi pada saat Hakim menafsirkan unsur-unsur yang 
terdapat dalam Pasal 3 UU TPPU.Penelitian ini membahas mengenai 2 rumusan 
masalah yaitu : pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan 
unsur "menerima" pada Pasal 3  UU TPPU dalam Putusan  Nomor 
248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Kedua, apakah unsur "menerima" dalam Pasal 3 
UU TPPU tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 
248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan dan menganalisa kedudukan kata “menerima” dalam Pasal 3 
UU TPPU pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan untuk 
mengetahui secara tepat penerapan unsur “menerima” dalam Pasal 3 UU TPPU 
terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian 
ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan secara undang-
undang (statute approach),  pendekatan  kasus  (case approach) dan pendekatan 
secara konseptual (conseptual approach). Dalam penelitian ini .sumber bahan 
hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara 
deskrtiptif kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa : pertama, terdapat 
penafsiran hakim yang kurang tepat mengenai unsur “menerima” pada Pasal 3 
UU TPPU dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, karena penafsiran 
yang dilakukan oleh Majelis Hakim terkait unsur menerima uang hanya 
mempertimbangkan keterangan saksi ahli saja, tidak mempertimbangkan 
keterangan dari saksi dan keterangan para terdakwa bahwa uang tersebut bukan 
hasil dari tindak pidana melainkan dari modal dari hasil pinjaman kepada 
Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2 sertifikat.  Penerapan  
unsur menerima tidak tepat, hal ini para terdakwa termasuk pelaku pasif, hakim 
seharusnya mempertimbangkan Pasal 5 UU TPPU. 
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I. Pendahuluan  
 

Hukum yang berkeladilan dapat ditelgakkan di pelngadilan apabila dalam prosels 

pemeriksaan dengan kecelrmatan selrta keltellitian, selhingga dihasilkan pultulsan hakim yang selcara 

kulalitatif belnar belrmultul dan melmelnulhi rasa keladilan masyarakat.1 Melnjaga ulsaha pelnelgakan 

hulkulm agar tidak telrjadi kelsalahan dalam melnangani selbulah pelrkara dan ulntulk melnjaulhkan dari 

tindakan kelselwelnangan dari pelnelgak hulkulm, maka ulsaha pelnelgakan hulkulm telrselbult suldah 

selharulsnya dilakulkan melnulrult cara yang tellah diteltapkan di dalam ulndang-ulndang. 

Selhulbulngan delngan pelnelgakan hulkulm ada tiga ulnsulr yang sellalul belrkaitan dan harulslah 

dipelrhatikan, karelna satul sama lainnya haruls belrimbang, yaitul keladilan, kelpastian hulkulm, dan 

kelmanfaatan.2 Kelpastian hulkulm dan keladilan dalam praktik pelnelgakan hulkulm di Indonelsia 

selring kali melnimbullkan selbulah pelrbelntulran, khulsulsnya pada pelnelrapan hulkulm di pelngadilan. 

Selcara prinsip ulntulk melngeljar sulatul kelpastian selorang hakim akan melmulja kelpada telkstulalitas 

hulkulm, namuln selring kali telkstulalitas hulkulm tidak seljalan selrta tidak melnghadirkan rasa 

keladilan bagi masyarakat. Hal ini melnjadi sulatul sorotan bagi masyarakat, khulsulsnya melnyangkult 

hakim selbagai pellaksana pelradilan pidana di Indonelsia yang diamanahkan ulntulk melnjamin sulatul 

kelpastian hulkulm dan melmpelrjulangkan sulatul keladilan. 

Pelrbelntulran kelpastian hulkulm dan keladilan ini melnimbullkan sulatul kelrelsahan bagi 

masyarakat telrhadap hulkulm, telrultama pada pultulsan pelngadilan yang tidak melmulaskan ataul 

kulrang adil selrta kulrang belrtanggulng jawab dalam melngadili sulatul pelrkara. Hal telrselbult 

melmbulat hulkulm selmakin tidak dipelrcaya masyarakat selbagai alat melnghadirkan rasa keladilan 

dan kelselimbangan keladilan di hati masyarakat. Keladilan melnjadi selbulah kelbultulhan bagi 

masyarakat telrlelbih saat belrada dalam pelrmasalahan hulkulm, karelna keladilan melrulpakan salah 

satul selndi dasar yang pokok selrta melmiliki pelran paling ultama bagi hakim dalam melnelgakan 

hulkulm.3 Prinsip keladilan telrselbultlah yang melnjadikan hakim selbagai salah satul komponeln ultama 

dalam sistelm pelradilan pidana di Indonelsia yang selnantiasa di tulntult ulntulk melngasah 

kelpelkaan nulrani, kelcelrdasan moral dan profelsional dalam melnelgakkan hulkulm dan melwuljuldkan 

keladilan yang telrcipta pada pultulsannya.  Disisi lain, hakim di Indonelsia idelntik hanya melnjadi 

corong ulndang-ulndang yang masih belrkultat pada pelratulran formal.4 

Pelngadilan adalah badan yang belrhak melnjatulhkan sanksi pidana ulntulk melnelgakkan 

pultulsannya.5 Pultulsan hakim melrulpakan akhir dari prosels pelrsidangan pelrkara pidana di sidang 

pelngadilan.6 Pultulsan hakim (vonis) seljatinya diadakan ulntulk melnyellelsaikan sulatul pelrkara ataul 

selngkelta dalam bingkai telgaknya hulkulm dan keladilan. Para pelncari keladilan (thel selelkelr of julsticel) 

telntul saja belrharap bahwa pultulsan selorang hakim belnar- belnar melmelnulhi rasa keladilan 

masyarakat (selnsel of julsticel).Antara Ulndang-ulndang delngan hakim/ pelngadilan, telrdapat 

hulbulngan yang elrat dan harmonis antara satul delngan yang lainnya.7 Dalam melncarikan hulkulm 

yang telpat dalam rangka melnyellelsaikan sulatul pelrkara yang dihadapkan kelpadanya,hakim yang 

 
1 Setiawan, 2007, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. PT.Alumni,  Bandung, hlm. 1. 
2 Edi Rosadi, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016, Pengadilan Negeri 
Rantau, hlm. 382 
3 Lilik Mulyadi, 2001, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan 
Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3. 
4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 dan  
Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta, 2009, hlm. 3. 
5 Rufaidah   &   Yeni   Widowaty,   Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku 
Anak Kajian Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre, Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 2 Agustus 2022: 207 – 226, 
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 217 
6 Sandro Unas,  Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Lex Et Societatis Vol. 
VII/No. 4/Apr/2019, hlm. 59 
7 Hardianto  Djanggih,   Pertimbangan  Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian 
Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 1, Maret 2018: 93 
– 102, Fakultas HukumUniversitas Tompotika Luwuk, hlm. 95. 
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belrsangkultan haruls mellakulkan pelnelmulan hulkulm.8 

Pultulsan Hakim selbagai pelnelmulan hulkulm, belrarti belrkelwajiban melrulmulskan pelrtimbangan-

pelrtimbangannya tidak hanya belrdasarkan ilmul hulkulm delngan belrbagai ilmul-ilmul bantulannya, 

teltapi julga mellibatkan filsafat hulkulm dan telori hulkulm, lelbih-lelbih apabila belrhadapan delngan 

pelrkara yang selcara melndasar belnar-belnar melnyelntulh hati nulrani.9 Atas dasar telrselbult pelrlul 

kiranya selorang hakim melngeltahuli selcara ultulh telrhadap pelrkara dan melmahami keltelntulan 

pelrulndang- ulndangan yang melngatulr pelrkara telrselbult. 

Fulngsi ultama dari selorang hakim adalah melmbelrikan pultulsan telrhadap pelrkara yang 

diajulkan kelpadanya, di mana dalam pelrkara pidana, hal itul tidak telrlelpas dari sistelm pelmbulktian 

nelgatif, yang pada prinsipnya melnelntulkan bahwa sulatul hak ataul pelristiwa ataul kelsalahan 

dianggap tellah telrbulkti. Selcara kontelkstulal ada tiga elselnsi yang telrkandulng dalam kelbelbasan 

hakim dalam mellaksanakan kelkulasaan kelhakiman yaitul: 

a. Hakim hanya tulndulk pada hulkulm dan keladilan 
b. Tidak selorangpuln telrmasulk pelmelrintah dapat melmpelngarulhi ataul melngarahkan pultulsan yang 

akan dijatulhkan olelh Hakim 
c. Tidak ada konselkulelnsi telrhadap pribadi hakim dalam melnjalankan tulgas dan fulngsi 

yuldisialnya.10 
 

Delngan delmikian pultulsan Hakim melrulpakan pulncak dari pelrkara pidana, selhingga 

Hakim haruls melmpelrtimbangkan aspelk-aspelk lainnya sellain dari aspelk yulridis, selhingga 

pultulsan hakim telrselbult lelngkap melncelrminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yulridis. Pada 

hakikatnya delngan adanya pelrtimbangan-pelrtimbangan telrselbult diharapkan nantinya dihindari 

seldikit mulngkin pultulsan hakim melnjadi batal delmi hulkulm karelna kulrang pelrtimbangan hulkulm. 

Praktik pelradilan pidana pada pultulsan hakim selbellulm pelrtimbangan-pelrtimbangan yulridis 

dibulktikan, maka hakim telrlelbih dahullul akan melnarik fakta- fakta dalam pelrsidangan yang 

timbull dan melrulpakan konklulsi kulmullatif dari keltelrangan para saksi, keltelrangan telrdakwa, dan 

barang bulkti yang diajulkan dan dipelriksa di pelrsidangan.11 

Seltiap pultulsan hakim pada akhirnya haruls bisa dipelrtanggulngjawabkan. Leltak pelrtangg 

ulngjawaban hakim telrhadap pultulsannya ada pada pelrtimbangan hulkulmnya. Olelh karelnanya, 

pelrtimbangan hulkulm haruls disulsuln melnggulnakan hulkulm pelnalaran dan pelnalaran hulkulm yang 

telpat. Delngan pultulsan pelngadilan diharapkan para pihak dapat melnelrima pultulsan selhingga 

orang yang melrasa haknya tellah dilanggar olelh orang lain melndapatkan haknya kelmbali dan 

orang yang melrasa mellanggar hak orang lain haruls melngelmbalikan hak telrselbult.16 Dalam hal ini, 

Mahkamah Agulng RI tellah melnelntulkan bahwa pultulsan hakim haruls melmpelrtimbangkan selgala 

aspelk yang belrsifat yulridis, filosofis, dan sosiologis, selhingga keladilan yang ingin dicapai, 

diwuljuldkan, dan dipelrtanggulngjawabkan dalam pultulsan hakim adalah keladilan yang belrorielntasi 

pada keladilan hulkulm (lelgal julsticel), keladilan moral (moral julsticel), dan keladilan masyarakat (sosial 

julsticel). Moral julsticel dan social julsticel selbelnarnya suldah telrsirat dalam keltelntulan Pasal 5 ayat 

belrorielntasi pada keladilan hulkulm (lelgal julsticel), keladilan moral (moral julsticel), dan keladilan 

masyarakat (sosial julsticel). Moral julsticel dan social julsticel selbelnarnya suldah telrsirat dalam 

keltelntulan Pasal 5 ayat (1) UlUl No. 48 tahuln 2009 telntang Pelrulbahan Ulndang Ulndang Kelkulasaan 

Kelhakiman, yang melnyatakan bahwa : “Hakim haruls melnggali nilai-nilai hulkulm yang hidulp 

dalam masyarakat”.12 Keljahatan yang telrjadi di dalam masyarakat sangat melrulgikan masyarakat 

belrulpa kelrulgian elkonomis dan ataul kelrulgian psikologis delngan delmikian hulkulm dipelrlulkan 

 
8 Respationo, H.M.S. & Hamza, M.G. “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”. 
Jurnal Yustisia, Volume 68, Nomor 1, Mei 2013, hlm 101 
9 HM. Soerya Respationo, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum, Yustisia Vol.2 
No.2 Mei - Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Batam, Batam, hlm. 102 
10 Muhammad  Faisal,  Analisis  Putusan  Hakim Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan), Jurnal Ilmiah, Volume 2, Nomor 2, 
Agustus 2018, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, hlm. 128 
11 Ibid, hlm. 127. 
12 Ahmad Rifai. 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126. 
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ulntulk melnjaga kelselimbangan dan keltelrtiban dalam masyarakat.13 Gulna melmbelrikan gambaran 

yang lelbih nyata melngelnai sulatul pelnelgakan hulkulm pelnelliti melngeltelngahkan kajian kasuls ulntulk 

dilakulkan tellaah lelbih lanjult.Dalam Pultulsan Pelrkara Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat Nomor 

248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, keljahatan yang belrkaitan delngan selcara belrsama-sama tulrult 

mellakulkan pelmalsulan sulrat-sulrat aulthelntik dan pelnculcian ulang. Dalam pelrkara telrselbult 

pelrtimbangan hakimnya bahwa dakwaan kelsatul primair tellah dinyatakan telrbulkti selcara sah 

mellanggar Pasal 264 ayat (1) KUlHP Jo Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUlHP. Teltapi dalam hal tindak 

pidana pelnculcian ulang selbagaimana yang didakwakan Pasal 3 Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 

2010 telntang Tindak Pidana Pelnculcian Ulang melnelgaskan bahwa : 

1. Ulnsulr barang siapa : 

2. Ulnsulr delngan selngaja yang mellakulkan, yang melnyulrulh mellakulkan ataul tulrult mellakulkan, 

melmbantul mellakulkan keljahatan delngan melnelmpatkan, melntransfelr, melngalihkan, 

melmbellanjakan, melmbayarkan, melnghibahkan, melnitipkan, melmbawa kellular nelgelri, 

melngulbah belntulk, melnulkarkan delngan mata ulang ataul sulrat belrharga ataul pelmbulatan lain 

atas Harta Kelkayaan yang dikeltahulinya ataul patult didulganya melrulpakan hasil tindak pidana ; 

 

Dalam duldulk pelrkara dalam kasuls diselbultkan bahwa telrdakwa Ina Rosaina, SH sellakul 

Notaris/PPAT di Jakarta pada waktul melnandatangani 5 (lima) akta julal belli telrselbult melnelrima 

ulang dari Faridah, SH.MKn selbelsar Rp.15.000.000,-(lima bellas julta rulpiiah) ulntulk honor 

pelmbulatan 5 (lima) angka julal belli, jadi pelr akta Rp.3.000.000,-(tiga julta rulpiah), namuln 

disangkal olelh telrdakwa Faridah, SH.MKn, yang belnar telrdakwa Ina Rosaina, SH melnelrima ulang 

dari telrdakwa Faridah. SH.MKn selbelsar Rp.88.000.000, selbagaimana diulraikan dalam nota 

pelmbellaan telrdakwa Faridah, SH.MKn. Dari keltelrangan telrdakwa Riri Khasmita melmbelri ulang 

telrhadap telrdakwa Faridah, SH.MKn + 520.500.000,- selbagaimana yang diulraikan dalam nota 

pelmbellaan Faridah, SH.MKn, bulkan dari hasil pelnjulalan tanah, namuln modal dari hasil pinjaman 

kelpada Mochamad Max Alatan (brokelr) ulntulk melmbayar pajak 2 selrtifikat selbelsar Rp.500.000.000,-

, dari Rely Alelxandelr Pultra (Vandelr) melmbelri modal Rp.650.000.000,- dan Moch Syaf Alatas 

melmbelri modal Rp.400.000.000. hakim belrpelndapat delngan didasarkan pelndapat ahli yang 

melnelrangkan bahwa jika ulang yang didapat dari hasil tindak pidana dan disatulkan ataul suldah 

belrbaulr melnjadi satul kelsatulan dari hasil harta yang sah, maka dapat didulga ulang yang dibelrikan 

telrselbult suldah masulk dalam pelnculcian ulang. Namuln, pelnullis tidak selpelndapat delngan majellis 

hakim yang melnyatakan bahwa telrdakwa tellah melmelnulhi ulnsulr-ulnsulr dalam Pasal 3 ayat 2 

Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2010 telntang Tindak Pidana Pelnculcian Ulang, selhingga hakim 

tidak celrmat dalam melmbelrikan pultulsan pidana. Pelnullis belrpelndapat bahwa para telrdakwa tidak 

melmelnulhi ulnsulr-ulnsulr telrselbult, yakni telrdakwa Faridah, SH.MKn melnelrima ulang dari telrdakwa 

Riri Khasmita selbelsar Rp.520.500.000. Seldangkan telrdakwa Ina Rosaina, SH tellah melnelrima 

seljulmlah ulang dari telrdakwa Faridah, SH.MKn selbelsar Rp.88.000.000,- dalam pelnullisan artikell ini, 

pelnullis melnitikbelratkan pada tindak pidana pelnculcian ulang, atas dasar ulraian di atas maka dalam 

pelnellitian ini pelnullis telrtarik ulntulk melnelliti delngan juldull “Pertimbangan Hakim Terhadap 

Unsur ‘Menerima’ pada Pasal 3 Undang– Undang  Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi 

Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN/Jkt.Brt) 

Hasil Pelnellitian Telrdahullul: 

a. Sanksi pidana daripada tindak pidana pelnculcian ulang itul selndiri telrcantulm dalam Pasal-pasal 
di atas, yaitul : 
1)..Pasal 3 Ulndang-ulndang Nomor 8 Tahuln 2010 (pellakul aktif) “seltiap orang yang 

melnelmpatkan, melntrasnfelr, melngalihkan, melmbellanjakan, melmbayarkan, melnghibahkan, 

melnitipkan, melmbawa kel lular nelgelri, melngulbah belntulk, melnulkarkan delngan mata ulang 

ataul sulrat belrharga ataul pelrbulatan lain atas harta kelkayaan yang dikeltahulinya ataul patult 

didulganya melrulpakan hasil tindak pidana delngan tuljulan melnyelmbulnyikan ataul 

 
13 Hari Saherodji, 2008, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 11. 
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melnyamarkan asal ulsull harta kelkayaan dipidana karelna tindak pidana pelnjara paling lama 

20 (dula pullulh) tahuln dan delnda paling banyak Rp.10.000.000.000 (selpullulh miliar rulpiah)”, 

2). Pasal 4 Ulndang-ulndang Nomor 8 Tahuln 2010 (pellakul aktif )”, 3). Pasal 5 Ulndang-ulndang 

Nomor 8 Tahuln 2010 (pellakul pasif). 

b. Pelngatulran tindak pidana pelnculcian ulang pada pelrkara Nomor 250 K/Pid.Suls/2018 diatulr 
dalam Pasal 3 Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2010. Mulrtala Ilyas Bin Ilyas telrbulkti selcara 
sah dan melyakinkan belrsalah mellakulkan tindak pidana pelnculcian ulang dan melnjatulhkan 
pidana kelpada telrdakwa delngan pidana pelnjara sellama 8 (dellapan) tahuln dan pidana delnda 
selbelsar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rulpiah) delngan keltelntulan jika delnda telrselbult tidak 
dibayar maka diganti delngan pidana kulrulngan sellama (tiga) bullan.  

c. Prinsip-prinsip hulkulm yang haruls dipatulhi dalam tindak pidana pelnculcian ulang yakni (1) 
tindak pidana pelnculcian ulang dalam pasar modal yang telrkait delngan wilayah hulkulm ulntulk 
melngadili selselorang dalam mellakulkan pelrbulatan tindak pidana pelnculcian ulang (monely 
loulndrely), (2) tindak pidana pelnculcian tellah diatulr dalam Ulndang-Ulndang No 8 Tahuln 2010 
Telntang Pelncelgahan Dan Pelmbelrantasan Tindak Pidana Pelnculcian Ulang yang telrmasulk dalam 
prinsip kelpastian hulkulm, (3) tindak pidana pelnculcian ulang melrulpakan tuljulan hulkulm ulntulk 
melngadili pelrbulatan selselorang dalam mellakulkan pelrbulatan tindak pidana pelnculcian ulang, (4) 
tindak pidana pelnculcian ulang dalam hal ini seltiap pelrbulatan tindak pidana akan melndapatkan 
sanksi yang tellah diatulr dalam Pasal 3 Ulndang-UlndangNo 8 Tahuln 2010 Telntang Pelncelgahan 
dan Pelmbelrantasan Tindak Pidana Pelnculcian Ulang, (5) dalam tindak pidana pelnculcian ulang 
jika selselorang tidak bisa melmpelrtanggulngjawabkan pelrbulatannya maka selselorang telrselbult 
akan dijatulhi hulkulman yang belrlakul dalam tindak pidana pelnculcian ulang telrselbult. 

Adapuln pelrmasalahan yang dikaji dalam pelnellitia ini yaitul pelrtama, Bagaimana 

pelrtimbangan hakim pada ulnsulr melnelrima dalam pasal 3 Ulndang-Ulndang Tindak Pidana 

Pelnculcian Ulang(Stuldi Pultulsan Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat Nomor 

248/Pid.B/2022/PN/Jkt.Brt ; keldula, apakah ulnsulr melnelrima dalam pasal 3 Ulndang-Ulndang 

Tindak Pidana Pelnculcian Ulang(Stuldi Pultulsan Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat Nomor 

245/Pid.B/2022/PN/Jkt.Brt 

Tuljulan adanya pelnellitian ini yaitul ulntulk melngeltahuli bagaimana Melngeltahuli dan 

melnganalisis pelrtimbangan hakim dalam melnafsirkan ulnsulr melnelrima dalam Pasal 3 Ulndang-

Ulndang Nomor 8 Tahuln 2010 telntang Tindak Pidana Pelnculcian Ulang pada Pultulsan Pelrkara 

Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.Dan Melngeltahuli dan 

melnganalisis ulnsulr melnelrima dalam Pasal 3 Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2010 telntang 

Tindak Pidana Pelnculcian Ulang telpat ulntulk ditelrapkan kelpada para telrdakwa pada Pultulsan 

Pelrkara Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. 

 

II. METODE PENELITIAN 
 

Meltodel pelndelkatan pelnellitian ini disulsuln delngan melnggulnakan tipel pelnellitian yulridis 

normatif, yaitul pelnellitian yang difokulskan ulntulk melngkaji pelnelrapan kaidah-kaidah ataul 

norma-norma dalam hulkulm positif.14 Meltodel pelngulmpullan data dilakulkan ulntulk melmpelrolelh 

data dalam sulatul pelnellitian delngan meltodel kelpulstakaan (library relselarch) yaitul stuldi yang 

dilakulkan ulntulk melngulmpullkan bahan hulkulm primelr, dan selkulndelr yang melmbantul 

melngelmbangkan pelmbahasan telrkait delngan ratio delcidelndi (alasan pultulsan). Data yang dipelrolelh 

dianalisa delngan meltodel kulalitatif, yaitul pelmbahasan dan pelnjabaran data hasil pelnellitian yang 

dipelrolelh selcara sistelmatis belrdasarkan norma-norma hulkulm ataul kaidah-kaidah hulkulm, telori-

telori dan doktrin-doktrin ilmul hulkulm. Delngan analisa data telrselbult diharapkan pada akhir 

pelnellitian dapat dicapai keljellasan telrhadap masalah yang akan dibahas dan dapat diambil sulatul 

kelsimpullan.15 

 
14 Johnny Ibrahim, 2013, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, hlm 295. 
15 Ibid, hlm 99-100. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertimbangan hakim pada unsur menerima dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang dalam  Putusan Perkara Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt 

Melnelntulkan sulatul tindak pidana julga belrpelngarulh pada pelnelntulan sanksi hingga 

pelnjatulhan pultulsan pada pelngadilan yang mana apabila belrakibat salah julga melnyangkult 

keladilan selselorang, karelna keladilan adalah hak sellulrulh manulsia. Selpelrti telrsirat dalam Pancasila 

bultir kel-5 keladilan sosial bagi sellulrulh rakyat Indonelsia. Belrbicara telntang keladilan maka tidak 

selmula pelrbulatan mellawan hulkulm dapat dihulkulm.16 Pelrtanggulngjawaban pidana melrulpakan 

belntulk manifels dari pellakul tindak pidana atas kelsalahan yang dilakulkannya.17 Hal ini 

melngandulng makna bahwa telrdakwa yang mellakulkan tindak pidana selbagaimana dirulmulskan 

dalam ulndang- ulndang patult melmpelrtanggulngjawabkan pelrbulatannya selsulai delngan 

kelsalahannya.18 Tindak pidana pelnculcian ulang (TPPUl) melrulpakan keljahatan yang melmpulnyai 

ciri khas yakni, keljahatan ini bulkan melrulpakan keljahatan tulnggal akan teltapi keljahatan ganda. 

Keljahatan ini ditandai delngan belntulk pelnculcian ulang melrulpakan keljahatan yang belrsifat follow 

ulp crimel ataul keljahatan lanjultan, seldangkan keljahatan ultamanya ataul keljahatan asalnya diselbult 

selbagai preldicatel offelnsel ataul corel crimel ataul ada nelgara yang melrulmulskannya selbagai ulnlawfull 

actifity yaitul keljahatan asal yang melnghasilkan ulang yang kelmuldian dilakulkan prosels 

pelnculcian.19 

Pelnculcian ulang melrulpakan sulatul ulpaya pelrbulatan ulntulk melnyelmbulnyikan ataul mel 

nyamarkan asal ulsull ulang/dana ataul harta kelkayaan hasil tindak pidana mellaluli belrbagai 

transaksi kelulangan agar ulang ataul harta kelkayaan telrselbult tampak selolah-olah belrasal dari 

kelgiatan yang  sah/lelgal. 

Pada ulmulmnya pellakul tindak pidana belrulsaha melnyelmbulnyikan ataul melnyamarkan asal 

ulsull harta kelkayaan yang melrulpakan hasil dari tindak pidana delngan belrbagai cara agar harta 

kelkayaan hasil keljahatannya sullit ditellulsulri olelh aparat pelnelgak hulkulm. Selhingga melrelka 

dapat delngan lellulasa melmanfaatkan harta kelkayaan telrselbult baik ulntulk kelgiatan yang sah 

maulpuln tidak sah. Olelh karelna itul, Tindak Pidana Pelnculcian Ulang (TPPUl) tidak hanya 

melngancam stabilitas dan intelgritas sistelm pelrelkonomian dan sistelm kelulangan, mellainkan julga 

dapat melmbahayakan selndi-selndi kelhidulpan belrmasyarakat, belrbangsa, dan belrnelgara 

belrdasarkan Pancasila dan Ulndang- Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945. 

Konselp tindak pidana pelnculcian ulang adalah ulntulk melnyelmbulnyikan asal- ulsull harta 

kelkayaan yang melrulpakan hasil keljahatan delngan mellaluli belrbagai cara dan melmasulkannya kel 

dalam sistelm kelulangan agar harta kelkayaan hasil keljahatan telrselbult melnjadi kellihatan lelgal. Olelh 

karelna itul, agar hasil keljahatan dapat melnghasilkan kelulntulngan di sistelm kelulangan yang lelgal 

dan julga melnjaga relpultasi ataul statuls sosial selselorang ataul sulatul kellompok, para pellakul 

mellakulkan tindak pidana pelnculcian ulang.20 

Melnarik ditelliti Pultulsan Pelrkara Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat Nomor 

248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, keljahatan yang belrkaitan delngan selcara belrsama- sama tulrult 

mellakulkan pelmalsulan sulrat- sulrat aulthelntik dan pelnculcian ulang. Dalam pelrkara telrselbult 

pelrtimbangan hakimnya bahwa dakwaan kelsatul primair tellah dinyatakan telrbulkti selcara sah 

mellanggar Pasal 264 ayat (1) KUlHP Jo Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUlHP. Teltapi dalam hal tindak 

 
16 Lahe Regina Patricia, 2017, “ Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut 
Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana,  Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017 
17 Priastami Anggun Puspita Dewi, 2019, Proving The Insanity Defense in The Enforcement of Criminal Law in Indonesia, 
Jurnal Dinamika Hukum Vol. 19 Issue 3, September 2019E-ISSN 2407-6562 P-ISSN 1410-0797 
18 Salman Nazil Firdaus, dkk, 2021, Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh 
Anak, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 671-691 
19 Suprihadi, Tindak Pidana Pencucian Uang , http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html. diakses 7 Juli 2023 
20 https://law.ugm.ac.id/penegakan-hukumtindak- pidana-pencucian-uang-di-indonesia-belum- efektif/.Diakses 7 Juli 
2023 
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pidana pelnculcian ulang selbagaimana yang didakwakan Pasal 3 Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 

2010 telntang Tindak Pidana Pelnculcian Ulang. Namuln, pelnullis tidak selpelndapat delngan majellis 

hakim yang melnyatakan bahwa telrdakwa tellah melmelnulhi ulnsulr-ulnsulr dalam Pasal 3 ayat 2 

Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2010 telntang Tindak Pidana Pelnculcian Ulang, selhingga hakim 

tidak celrmat dalam melmbelrikan pultulsan pidana. Pelnullis belrpelndapat bahwa para telrdakwa tidak 

melmelnulhi dalam Pasal 3 Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2010 telntang Tindak Pidana Pelnculcian 

Ulang. 

Adapuln yang melnjadi dsar pelrtimbangan hakim dalam pelmbulktian ulnsulr-ulnsulr tindk 

pidana yang telrdapat dalam pasal 3 Ulndang-Ulndang Tindak Pidana Pelnculcian Ulang, selbagai 

belrikult : 

1. Seltiap Orang. 
Lamintang melngatakan kata “barangsiapa” melnulnjulkan apabila selselorang melmelnulhi ulnsulr 

tindak pidana, maka orang telrselbult dikatakan selbagai pellakul tulnggal ataul selcara pribadi. 

Barang siapa yang melnjadi sulbjelk hulkulm maka orang telrselbult ditelntulkan selbagai 

pellakul.21Belrdasarkan fakta hulkulm di pelrsidangan bahwa Telrdakwa dalam pelrsidangan 

telrbulkti, yang mana Telrdakwa tellah melmbelnarkan idelntitas dirinya yang sama delngan yang 

diselbult dalam sulrat dakwaan dan tellah dibelnarkan olelh telrdakwa, dan belrdasarkan 

keltelrangan saksi-saksi dan keltelrangan telrdakwa selndiri yang saling belrselsulaian dihulbulngkan 

delngan barang bulkti yang diajulkan tellah dipelrolelh fakta bahwa belnar telrdakwa adalah orang 

yang dimaksuld dalam sulrat dakwaan yang didulga tellah mellakulkan tindak pidana, selhingga 

tidak telrjadi kelsalahan melnyangkult orang ataul elrror in pelrsona. Sellama pelrsidangan Telrdakwa 

dalam keladaan selhat jasmani dan rohani, tidak hilang akal ataul tidak telrganggul jiwanya, 

selhingga dipandang cakap selbagai sulbyelk hulkulm.Belrdasarkan pelrtimbangan Majellis Hakim 

belrpelndapat ulnsulr pelrtama ini tellah telrpelnulhi. 

2. Menempatkan,mentransfer,mengalihkan,membelanjakan,membayarkan,menghibahkan,menint
ipkan,membawa kelular negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga 
merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 
harta kekayaan. 

Pengertian unsur“menempatkan,mentransfer,mengalihkan,membelanjakan,membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa keular negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut 

diduga hasil dari tindak pidana” merupakan alternatif dari beberapa perbulatan hukum sehingga 

apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satul dari beberapa macam unsur hukum 

tersebut diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti. 

Kelmuldian yang dimaksuld delngan ulnsulr “melnelmpatkan” adalah pelrbulatan mel-masulkan 

ulang dari lular pelnyeldia jasa kelulangan kel dalam pelnyeldia jasa kelulangan, selpelrti melnabulng, 

melmbulka giro ataul melndelpositokan seljulmlah ulang. “Melntransfelr” adalah pelrbulatan pelmindahan 

ulang dari Pelnyeldia Jasa Kelulangan satul kel Pelnyeldia Jasa Kelulangan lain baik di dalam maulpuln di 

lular nelgelri ataul dari satul relkelning kel relkelning lainnya di kantor bank yang sama. 

“Melngalihkan” adalah seltiap pelrbulatan yang melngakibatkan telrjadinya pelrulbahan posisi 

ataul kelpelmilikan atas Harta Kelkayaan. “Melmbellanjakan” adalah pelnyelrahan seljulmiah ulang atas 

transaksi julal belli. “Melmbayarkan” adalah melnyelrahkan seljulmlah ulang dari selselorang kelpada 

pihak lain. “Melnghibahkan” adalah pelrbulatan hulkulm ulntulk melngalihkan kelbelndaan selcara 

hibah selbagaimana yang tellah dikelnal dalam pelngelrtian hulkulm selcara ulmulm. "Melnitipkan” 

adalah melnyelrahkan pelngellolaan ataul pelngulasaan atas selsulatul belnda delngan janji ulntulk diminta 

kelmbali ataul selbagaimana diatulr daiam KUlH Pelrdata. 

“Melmbawa kel lular nelgelri” adalah kelgiatan pelmbawaan ulang selcara fisik mellelwati wilayah 

Pabelan RI. “Melngulbah belntulk” adalah sulatul pelrbulatan yang melngakibatkan telrjadinya 

pelrulbahan sulatul belnda, selpelrti pelrulbahan strulktulr, volulmel, massa, ulnsulr dan ataul pola sulatul 

 
21 P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, hlm 107 



Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur… 

Prasetyo Ardiansyah , Yusuf Saefudin 

[ 28 ] 

belnda. “Melnulkarkan delngan mata ulang ataul sulrat belrharga” adalah transaksi yang melnghasilkan 

telrjadinya pelrulbahan sulatul Harta Kelkayaan telrmasulk ulang ataul sulrat belrbarga telrtelntul melnjadi 

mata ulang ataul sulrat belrharga lainnya. Kelgiatan pelnulkaran ulang lazimnya dilakulkan di 

peldagang valulta asing dan bank, seldangn kapelnulkaran sulrat belrharga biasa dilakulkan di pasar 

modal dan pasar ulang. “Pelrbulatan lainnya” adalah pelrbulatan-pelrbulatan di lular pelrbulatan yang 

tellah diulraikan, yang dilakulkan olelh selselorang delngan maksuld melnyelmbulnyikan ataul 

melnyamarkan asal ulsull Harta Kelkayaan. 

Pelngelrtian ulnsulr “harta kelkayaan” melnulrult Pasal 1 angka 13 UlUl Nomor 8 Tahuln 2010 

adalah adalah selmula belnda belrgelrak ataul belnda tidak belrgelrak, baik yang belrwuljuld maulpuln 

tidak belrwuljuld, yang dipelrolelh baik selcara langsulng maulpuln tidak langsulng. melngelnai delfinisi 

dari “ulnsulr harta kelkayaan yang dikeltahuli ataul patult didulga melrulpakan hasil tindak pidana” 

maka Pasal 2 ayat (1) UlUl Nomor 8 Tahuln 2010 melmbelrikan batasan selbagai belrikult bahwa hasil 

tindak pidana adalah harta kelkayaan yang dipelrolelh dari tindak pidana korulpsi, pelnyulapan, 

narkotika, psikotropika, pelnyellulndulpan telnaga kelrja, pelnyellulndulpan migran, dibidang 

pelrbankan, dibidang pasar modal, dibidang pelrasulransian, kelpabelan, culkai, pelrdagangan 

orang, pelrdagangan selnjata gellap, telrorismel, pelncullikan, pelnculrian, pelnggellapan, pelnipulan, 

pelmalsulan ulang, pelrjuldian, prostitulsi, dibidang pelrpajakan, di bidang kelhultanan,dibidang 

lingkulngan hidulp, dibidang kellaultan dan pelrikanan ataul tindak pidana lain yang diancam delngan 

pidana pelnjara   4 (elmpat) tahuln ataul lelbih, yangdilakulkan di wilayah NKRI ataul dilular wilayah 

NKRI dan tindak pidana telrselbult melrulpakan tindak pidana melnulrult hulkulm Indonelsia. 

Melngelnai ulnsulr “delngan tuljulan melnyelmbulnyikan ataul melnyamarkan asal ulsull harta 

kelkayaan” tidak lain adalah tuljulan yang helndak dicapai olelh si pellakul, yakni harta kelkayaan yang 

dipelrolelh dari hasil tindak pidana telrselbult selolah-olah melrulpakan harta kelkayaan yang lelgal ataul 

sah melnulrult hulkulm cara pelrolelhannya. 

Fakta di pelrsidangan telrdakwa Ina Rosaina, SH sellakul Notaris/PPAT di Jakarta pada waktul 
melnandatangani 5 (lima) akta   julal   belli   telrselbult melnelrima ulang dari Faridah, SH.MKn selbelsar 
Rp.15.000.000,-(lima bellas julta rulpiiah) ulntulk honor pelmbulatan 5 (lima) angka julal belli, jadi pelr 
akta Rp.3.000.000,-(tiga julta rulpiah), namuln disangkal olelh telrdakwa Faridah, SH.MKn, yang 
belnar telrdakwa Ina Rosaina, SH melnelrima ulang dari telrdakwa Faridah. SH.MKn selbelsar 
Rp.88.000.000, selbagaimana diulraikan dalam nota pelmbellaan telrdakwa Faridah, SH.MKn. Dari 
keltelrangan telrdakwa Riri Khasmita melmbelri ulang telrhadap telrdakwa Faridah,   SH.MKn   +   
520.500.000,- selbagaimana yang diulraikan dalam nota pelmbellaan Faridah, SH.MKn, bulkan dari 
hasil pelnjulalan tanah, namuln modal dari hasil pinjaman kelpada Mochamad Max Alatan (brokelr) 
ulntulk melmbayar pajak 2 selrtifikat selbelsar Rp.500.000.000,-, dari Rely Alelxandelr Pultra (Vandelr) 
melmbelri modal Rp.650.000.000,- dan Moch Syaf Alatas melmbelri modal Rp.400.000.000. Hakim 
belrpelndapat delngan didasarkan pelndapat ahli yang melnelrangkan bahwa jika ulang yang didapat 
dari hasil tindak pidana dan disatulkan ataul suldah belrbaulr melnjadi satul kelsatulan dari hasil harta 
yang sah, maka dapat didulga ulang yang dibelrikan telrselbult suldah masulk dalam pelnculcian ulang. 
Namuln, pelnullis tidak selpelndapat delngan majellis hakim yang melnyatakan bahwa telrdakwa tellah 
melmelnulhi ulnsulr-ulnsulr dalam Pasal 3 Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2010 telntang Tindak 
Pidana Pelnculcian Ulang. Pelnullis belrpelndapat bahwa para telrdakwa tidak melmelnulhi ulnsulr 
melnelrima ulang hasil dari tindak pidana. Telrdakwa Faridah, SH.MKn dan telrdakwa Faridah, 
SH.MKn hanya melnelrima ulang selbelsar Rp.88.000.000, dari telrdakwa Riri Khasmita yang 
melnyatakan bahwa ulang yang dibelrikan bulkan dari hasil pelnjulalan tanah, namuln modal dari 
hasil pinjaman kelpada Mochamad Max Alatan (brokelr) ulntulk melmbayar pajak 2 selrtifikat selbelsar 
Rp.500.000.000,-, dari Rely Alelxandelr Pultra (Vandelr) melmbelri modal Rp.650.000.000,-
danMochSyafAlatas melmbelri modal Rp.400.000.000. 

Unsur menerima dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tepat 
untuk diterapkan kepada para terdakwa pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt 
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Pelngatulran Tindak Pidana Pelnculcian Ulang di Indonelsia tellah diatulr selcara yulridis dalam 

Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 8 Tahuln 2010 telntang Pelncelgahan dan 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Pelnculcian Ulang. Dalam hal ini pelnculcian ulang dapat dibeldakan 

dalam tiga tindak pidana, antara lain: 

1. Tindak pidana pelnculcian ulang aktif, yaitul seltiap orang yang melnelmpatkan, 
melntransfelr,melngalihkan, melmbellanjakan, melmbayarkan, melnghibahkan, melnitipkan,  
melmbawa  kel lular nelgelri,melngulbah belntulk, melnulkarkan delngan ulang ulang ataul sulrat 
belrharga ataul pelrbulatan lain atas Harta Kelkayaan yang dikeltahulinya ataul patult didulganya 
melrulpakan hasil tindak pidana selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 2 ayat (1) delngan tuljulan 
melnyelmbulnyikan ataul melnyamarkan asal ulsull Harta Kelkayaan. (Pasal 3 UlUl RI No. 8 Tahuln 
2010). 

2. Tindak pidana pelnculcian ulang pasif yang dikelnakan kelpada seltiap orang yang melnelrima ataul 
melngulasai pelnelmpatan,pelntransfelran, pelmbayaran, hibah, sulmbangan, pelnitipan, 
pelnulkaran,ataul melnggulnakan Harta Kelkayaan yang dikeltahulinya ataul patult didulganya 
melrulpakan hasil tindak pidana selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 2 ayat (1). Hal telrselbult 
dianggap julga sama delngan mellakulkan pelnculcian ulang. Namuln, dikelculalikan bagi Pihak 
Pellapor yang mellaksanakan kelwajiban pellaporan selbagaimana diatulr dalam ulndang-ulndang 
ini. (Pasal 5 UlUl RI No. 8 Tahuln 2010). 

3. Dalam Pasal 4 UlUl RI No. 8 Tahuln 2010, dikelnakan pulla bagi melrelka yang melnikmati hasil 
tindak pidana pelnculcian ulang yang dikelnakan kelpada seltiap Orang yang melnyelmbulnyikan 
ataul melnyamarkan asal ulsull, sulmbelr lokasi, pelrulntulkan, pelngalihan hak-hak, ataul 
kelpelmilikan yang selbelnarnya atas Harta Kelkayaan yang dikeltahulinya ataul patult didulganya 
melrulpakan hasil tindak pidana selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini puln 
dianggap sama delngan mellakulkan pelnculcian ulang. 

 
Dalam mellakulkan tindak pidana pelnculcian ulang, pellakul ultama ataul pellakul aktif ulmulmnya 

mellibatkan pihak lain ulntulk mellancarkan aksinya. Dikarelnakan tuljulan ultama dari tindakan 

telrselbult adalah melnyelmbulnyikan hasil dari tindak pidana, maka pellakul ultama akan mellakulkan 

belbelrapa ulpaya yang dituljulkan ulntulk melnyamarkan harta kelkayaan ataul melngulbah belntulk dana 

mellaluli belbelrapa transaksi delmi melmpelrsullit pellacakan (auldit trail) asal ulsull dana telrselbult. 

Pihak- pihak yang melnelrima harta telrselbult dapat digolongkan selbagai pellakul pasif. Selbagaimana 

dimulat dalam UlUl No 8 tahuln 2010 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Tindak Pidana 

Pelnculcian Ulang Pasal 5 ayat 1, delngan bulnyi pasal selbagai belrikult: 

Seltiap Orang yang melnelrima ataul melngulasai pelnelmpatan, pelntransfelran, pelmbayaran, 

hibah, sulmbangan, pelnitipan, pelnulkaran, ataul melnggulnakan Harta Kelkayaan yang dikeltahulinya 

ataul patult didulganya melrulpakan hasil tindak pidana selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 2 ayat 

(1) dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 5 (lima) tahuln dan delnda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satul miliar rulpiah).” 

Dalam kasuls pada pelrkara pultulsan Pultulsan Pelrkara Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat 

Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, bahwa kronologi belrmulla pada saat Riri Khasmita belkelrja di 

rulmah Alm. Ny. Cult Indria Martini selbellulmnya yang melnelmpati salah satul kontrakan milik Alm. 

Ny. Cult Indria Martini dan dipelrcayakan ulntulk melngulruls kos-kosan yang belrada di Jl. Sankis III 

No. 27 Srelngselng Jakarta Barat yang belrjulmlah 5 (lima) kamar belrama sulaminya Eldrianto selbagai 

pelnjaga kos-kosan milik Alm. Ny. Cult Indria Martini, lalul dalam tahuln 2015 Alm. Ny. Cult Indria 

pelrnah melncelritakan dan dipelrlihatkan telrkait asselt miliknya belrulpa 6 (elnam) Selrtifikat yang 

bellulm dibayar pajaknya kelpada Riri Khasmita maka Alm. Ny. Cult Indria Martini melnyampaikan 

agar Riri Khasmita melnanyakan pelngulrulsan pelmbayaran pajak-pajaknya, namuln Asli Selrtifikat 

Hak Milik telrselbult tidak dibelrikan olelh Alm.Ny. Cult Indria Martini kelpada Riri Khasmita. Seljak 

melngeltahuli Alm Ny. Cult Indria Martini melmpulnyai banyak asselt tanah delngan Selrtifikat Hak 

Milik telrselbult, maka timbull niat jahat Riri Khasmita ulntulk melngulasai selmula Selrtifikat Hak Milik 

Ny. Cult Indria Martini telrselbult dan telntang relncana Riri Khasmita telrselbult dicelritakan julga 

kelpada Eldirianto selbagai sulami telrkait lokasi tanah dan bangulnan milik Alm Ny. Cult Indria 

Martini telrselbult. Riri Khasmita dan Eldirianto seltellah melngulasai 6 (elnam) Selrtifikat Hak Milik 
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Alm. Ny. Cult Indria Martini 6 (elnam) Selrtifikat Hak Milik sellanjultnya sellanjultnya pada bullan 

Janulari 2016 melnelmuli Faridah, SH sellakul PPAT yang belralamat Jl. Kelbuln Jelrulk Rulko 3 (tiga) pilar 

Batul Sari Jakarta Barat melnyelrahkan 6 (elnam) Selrtifikat Hak Milik telrselbult selkaliguls konsulltasi 

caranya melndaptkan ulang dari 6 (elnam) Selrtifikat Hak Milik kellularga Alm. Ny. Cult Indria Martini 

telrselbult, kelmuldian atas peltulnjulk Faridah, SH selhingga 6 (elnam) Selrtifikat Hak Milik kellularga 

Alm. Ny. Cult Indria Martini telrselbult diselrahkan kelpada Faridah, SH ulntulk dilakulkan pelnelrbitan 

Akta Julal Belli selhingga kelpelmilikiannya melnjadi atas nama Riri Khasmita dan Eldirianto 

sellanjultnya seltellah dialihkan Riri Khasmita dan Eldirianto barullah bisa dijulal ataul digadaikan kel 

Bank agar melndapatkan ulang delngan celpat. Telrdakwa Ina Rosaina, SH sellakul Notaris/PPAT di 

Jakarta pada waktul melnandatangani 5 (lima) akta julal belli telrselbult melnelrima ulang dari Faridah, 

SH.MKn selbelsar Rp.15.000.000,-(lima bellas julta rulpiiah) ulntulk honor pelmbulatan 5 (lima) angka 

julal belli, jadi pelr akta Rp.3.000.000,-(tiga julta rulpiah), namuln disangkal olelh telrdakwa Faridah, 

SH.MKn, yang belnar telrdakwa Ina Rosaina, SH melnelrima ulang dari telrdakwa Faridah. SH.MKn 

selbelsar Rp.88.000.000, selbagaimana diulraikan dalam nota pelmbellaan telrdakwa Faridah, SH.MKn. 

Dari keltelrangan telrdakwa Riri Khasmita melmbelri ulang telrhadap telrdakwa Faridah, SH.MKn + 

520.500.000,- selbagaimana yang diulraikan dalam nota pelmbellaan Faridah, SH.MKn, bulkan dari 

hasil pelnjulalan tanah, namuln modal dari hasil pinjaman kelpada Mochamad Max Alatan (brokelr) 

ulntulk melmbayar pajak 2 selrtifikat selbelsar Rp.500.000.000,-, dari Rely Alelxandelr Pultra (Vandelr) 

melmbelri modal Rp.650.000.000,- dan Moch Syaf Alatas melmbelri modal Rp.400.000.000.Jaksa 

Pelnulntult ulmulm melnjelrat Telrdakwa Farida, SH., M.Kn delngan Pasal 3    UlUl No. 8 Tahuln 2010 

telntang TPPUl. Telrdakwa Farida, SH., M.Kn dianggap selbagai pellakul pasif karelna pelrannya yang 

mampul melngalihkan pelnyellidikan aruls transaksi hasil korulpsi selrta tindak pidana asal 

lainnya.Pelnullis belrpelndapat bahwa telrdakwa Faridah, SH.MKn melrulpakan pellakul yang pasif 

dalam tindak pidana pelnculcian ulang dan selharulsnya dijelrat Pasal 5 ayat 1 UlUl TPPUl yang 

melnelgaskan Seltiap Orang yang melnelrima ataul melngulasai pelnelmpatan, pelntransfelran, 

pelmbayaran, hibah, sulmbangan, pelnitipan, pelnulkaran, ataul melnggulnakan Harta Kelkayaan yang 

dikeltahulinya ataul patult didulganya melrulpakan hasil tindak pidana selbagaimana dimaksuld dalam 

Pasal 2 ayat(1) dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 5 (lima) tahuln dan delnda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satul miliar rulpiah) 

 
IV. PENUTUP 

a. Kesimpulan 
1. Pelrtimbangan hakim pada ulnsulr melnelrima ulang dalam Pasal 3 Ulndang-Ulndang Nomor 8 

Tahuln 2010 telntang Tindak Pidana Pelnculrian Ulang dalam Pultulsan Pelrkara Pelngadilan 
Nelgelri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tidak telrpelnulhi, selhingga hakim 
kulrang celrmat dalam melmbelrikan pultulsan pidana kelpada para telrdakwa. Para Telrdakwa 
melnelrima ulang bulkan dari hasil tindak pidana mellainkan namuln modal dari hasil 
pinjaman kelpada Mochamad Max Alatan (brokelr) ulntulk melmbayar pajak 2 selrtifikat. 

2. Pelnelrapan ulnsulr melnelrima dalam Pultulsan Pelrkara Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat 
Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tidak telpat, para telrdakwa melrulpakan pellakul yang 
pasif dalam tindak pidana pelnculcian ulang dan selharulsnya dijelrat Pasal 5 ayat 1 UlUl 
TPPUl. 

b. Saran 

1. Hakim dalam melmultuls pelrkara pidana selharulsnya melmpelrhatikan aspelk keladilan, 

aspelk kelmanfaatan dan kelpastian hulkulm. 

2. Selharulsnya Majellis Hakim lelbih telliti dan celrmat dalam melnjatulhi pidana kelpada 
telrdakwa, selrta lelbih melmpelrhatikan pasal-pasal yang didakwakan olelh Jaksa Pelnulntult 
Ulmulm. 
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